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KATA PENGANTAR 

 

Dalam mengamanatkan pasal 6 huruf (b) pada Peraturan Daerah Bojonegoro 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui 

camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. 

Dengan pertimbangan sebagaimana pada point diatas, selaku Kepala Desa sebagai 

penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak 

menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan 

Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya 

yang menjadi kewenangan desa meliputi: 

a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; 

b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa; dan 

c. Tugas Pembantuan  dari Pemerintah. 

Dengan telah berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa periode tahun 2017 – 2022 

bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan  Pemerintahan 

Desa berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan 

Kepala Desa, untuk selanjutkan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

desa oleh Buptai/walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun 

pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti yang 

diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016.  

Apabila didalam pembahasan terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan 

membutuhkan penjelasan kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan-

penjelasan sesuai hasil evaluasi Buptai/walikota demi kelangsungan kemajuan desa. 

Semoga LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Prayungan Harap ini dapat 

digunakan oleh Bupati Bojonegoro atau Camat Sumberrejo , sebagai dasar melakukan 

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih 

lanjut. 

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih. 

 

 

 

Prayungan, 30 Juni, 2022 
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 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
 KECAMATAN SUMBERREJO 

KEPALA DESA PRAYUNGAN 
Jl. Diponegoro No. 236 web. http://prayungan-bjn.desa.id 

 

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) 

MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA PRAYUNGAN 

KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan 

di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 

Mengacu pada hal tersebut diatas, Pemerintah Desa Prayungan selama periode 

2017-2022 yang dipimpin oleh Kepala Desa Prayungan menyelenggaranan 

pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan perundang-undangan. 

Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa 

wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa 

jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum 

berakhirnya masa jabatan. 

Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa selaku 

pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen 

pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek 

penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, 

koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan. 

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan yang dibuat oleh 

Kepala  Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan 

Permusyawaratan Desa untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau 

stakeholder terkait (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat). 

Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, laporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa wajib disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu (seperti 

laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan 

akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa). 
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1.2. DASAR HUKUM  

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam lingkungan Propensi JawaTimur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9  dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

d. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2000 tentang Program  Pembangunan  Nasional 

(Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, TambahanLembaran Negara Nomor 3952); 

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 

f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5495); 

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara   Republik    Indonesia    Tahun   2007   Nomor  82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 41); 

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan 

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 
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m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi 

Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2037); 

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 6); 

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1222); 

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1223); 

t.     Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan 
Kewenangan Desa di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2004 Nomor 6); 

u. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 
1); 

v. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber 
Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2); 

w. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Nomor 5); 

x. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan 
Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8); 

y. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerjasama 
dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Nomor 9); 

z. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa; 
aa. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa; 
bb. Peraturan Bupati 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan 

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
cc. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); 
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dd. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa/Kelurahan Sehat 
dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro; 

ee. Peraturan Desa Prayungan Nomor tentang 03 Tahun 2017 Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Pemerintah Desa; 

ff. Peraturan Desa Prayungan Nomor 02 Tahun 2017 tentang RPJMDesa; 
 

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN 

Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan 

adalah: 

a. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) 

mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada stakeholders 

atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan 

desa. 

b. Sebagai sumber informasi resmi bagi : 

1). Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Kepala 

Desa) serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

2). Anggota BPD dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan melakukan upaya bersama-sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

3). Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya 

meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan desa, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan 

pembangunan desa. 

4). Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan 

dunia usaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 

1.4. MUATAN LAPORAN 

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan 

oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 

(lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa 

akhir masa jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 

Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa, muatan Laporan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah: 

a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan. 

Yakni Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada 

Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang 

meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan 

desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan 

alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten 

selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa. 
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b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.  

Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatandijadikan dasar penyusunan 

memori serah terima jabatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir 

masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi 

Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun 

pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan terdiri 

dari: 

1). catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa 

2). program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan 

3). hal-hal yang perlu disempurnakan. 

 

1.5. GAMBARAN UMUM DESA 

A. Geografis 

1). Luas Desa 

Desa Prayungan terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 14 meter 

diatas permukaan laut, banyaknya curah hujan rata-rata 1794,3 ml/tahun. 

memiliki luas wilayah 230,6 Ha di kecamatan Sumberrejo.  

Sumber Data: SID Desa Prayungan 

2). Batas Wilayah 

Adapun batas-batas wilayah desa Prayungan sebagai berikut: 

- Sebelah Utara : Desa Nglarangan Kec. Kanor 

- Sebelah Barat Daya : Desa Samberan Kec. Kanor 

- Sebelah Barat : Desa Talun Kec.Sumberrejo 

- Sebelah Barat Laut : Desa Jatigede Kec. Sumberrejo 

- Sebelah Selatan : Desa Margoagung Kec.Sumberrejo 

- Sebelah Timur : Desa Mejuwet Kec. Sumberrejo 

- Sebelah Timur Laut : Desa Sroyo Kec. Kanor 

3). Orbitasi / jarak dari Pemerintahan Desa 

- Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 03 Km 

- Jarak Ibukota Kabupaten : 18 Km 

- Jarak Ibukota Propinsi: : 91 Km 

 

B. Demografis 

1). Jumlah Penduduk 

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata jumlah 

penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan. 

Perkawinan pada usia muda (17-19) tahun masih sering terjadi di desa 

cukup banyak mereka setelah menikah kemudian pihak laki-laki meninggalkan 

istri merka untuk merantau beberapa lama, terutama setelah terjadi kelahiran 

anak pertama. 
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Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa Prayungan  

seperti Tabel berikut ini. 

No. Nama Dusun 
Jumlah 

KK 

JIWA 

LK PR Jumlah 

1.  Dusun Prayungan 535 840 840 1680 

2.  Dusun Medalem Timur 250 380 404 784 

3.  Dusun Medalem Barat 128 208 191 399 
Sumber Data: SID Desa Prayungan 

2). Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat 

Pada Umumnya sebagian besar penduduk Desa Prayungan mengenyam 

pendidikan SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 6 tahun sebelumnya 

mulai banyak penduduk desa ini mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di 

Perguruan Tinggi. 

Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan 

kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya ke 

jenjang yang lebih tinggi. 

Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Prayungan Kecamatan 

Sumberrejo sebagai berikut: 

a. Lulusan pendidikan umum:   

1). Taman Kanak-kanak : 44   orang 

2). Sekolah Dasar/ sederajat : 172  orang 

3). SLTP / sederajat : 128  orang  

4). SMA/sederajat : 134  orang 

5). Akademi/D1-D3 : 0  orang 

6). Sarjana : 15  orang 

7). Pascasarjana  : 1  orang  

b. Lulusan pendidikan khusus: 

1). Pondok Pesantren : 10  orang 

2). Pendidikan Keagamaan : 0  orang 

c. Tidak lulus dan tidak sekolah       : 25  orang 

3). Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian 

Sebagian besar penduduk Desa Prayungan bermata pencaharian sebagai 

buruh dan petani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang 

dan sebagian terkecil sebagai Pegawai Negeri. 

Sebagian besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, 

sedangkan sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat 

sedikit sekali yang non- permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan 

ekonomi penduduk desa yang sudah membaik. 

a. Karyawan:  

1). Pegawai Negeri Sipil   : 54    orang 
2). TNI/Polri   : 07    orang 
3). Swasta   : 131    orang 
4). Buruh Harian Lepas   : 07    orang 

b. Wiraswasta/pedagang   : 763    orang 

c. Petani   : 504    orang  

d. Tukang   : -  orang 
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e. Buruh Tani   : 133  orang 

f. Pensiunan   : 21  orang 

g. Nelayan   : -  orang 

h. Industri   : -  orang 

i. Buruh Harian Lepas   : -  orang 

j. Mengurus rumah tangga   : 262  orang 

k. Pelajar   : 379  orang 

l. Konstruksi   : -  orang 

m. Transportasi   : -  orang 

n. Pembantu Rumah Tangga   : -  orang 

o. Tukang cukur   : -  orang 

p. Tukang Batu   : -  orang 

q. Tukang Jahit   : -  orang 

r. Mekanik   : -  orang 

s. Seniman   : -  orang 

t. Tabib   : -  orang 

u. Pastor   : -  orang 

v. Ustadz    : -  orang 

w. Dosen   : 02  orang 

x. Guru   : 45  orang 

y. Pengacara   : 01  orang 

z. Arsitek   : -  orang 

aa. Dokter   : 04  orang 

bb. Bidan   : 02  orang 

cc. Sopir   : -  orang 

dd. Perawat    : 01  orang 

ee. Perangkat Desa   : 11  orang 

ff. Tidak bekerja   : 628  orang 

gg. Lainnya   : -  orang 

 

C. Pemerintahan Desa 

1). Data Kepala Desa dan Perangkat Desa 

No Nama 
Tempat, 
tanggal 

lahir 
Jabatan Pendidikan 

1.  Drs. H. IMAM ROFI’I 
Bojonegoro, 
29-01-1969 

Kepala Desa 
D-IV/S-1 

2.  PUJI UTOMO EDY SANTOSO 
Bojonegoro, 
21-11-1992 

Sekretaris Desa 
D-IV/S-1 

3.  ACHMAD NAFIK MAULANA 
Bojonegoro 
07-04-1993 

Kaur Perencanaan 
D-IV/S-1 

4.  SITI LATIFATUL KHOIRIYAH 
Bojonegoro 
07-04-1993 

Kaur Keuangan 
D-IV/S-1 

5.  MUHAMAD RIZA SAIFUDIN 
Bojonegoro 
20-04-1990 

Kaur TU dan Umum 
D-IV/S-1 

6.  HERGI DWI PURNAMAWATI 
Bojonegoro 
14-01-1995 

Kasi Pemerintahan 
D-IV/S-1 

7.  SITI CHUSNUL CHOTIMAH 
Bojonegoro 
21-06-1984 

Kasi Pelayanan 
D-IV/S-1 

8.  Kosong 
Kosong 

Kasi Kesejahteraan 
Kosong 
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9.  SRI RAHAYU 
Bojonegoro 
01-09-1978 

Kepala Dusun 
Prayungan 

SMA 

10.  M. AGUNG PRASETYO 
Bojonegoro 
24-10-1993 

Kepala Dusun 
Medalem Timur 

D-II 

11.  SLAMET 
Bojonegoro 
09-07-1969 

Kepala Dusun 
Medalem Barat 

SMA 

Sumber Data: SID Prayungan 

2). Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

No Nama 
Tempat, 

tanggal lahir 
Jabatan Pendidikan 

1.  M. ARIF CHOMAIDI, SH. Bojonegoro 
17-05-1981 

Ketua S.1 

2.  M. ZAHRONI Bojonegoro 
13-05-1977 

Wakil Ketua SMA 

3.  HERLINA WIDYA SUKMA Bojonegoro 
01-08-1985 

Sekretaris S.1 

4.  ILFA NURFARIDA AGUS 

SISWANTO 

Bojonegoro 
26-05-1983 

Anggota SMA 

5.  SUGIHARTONO Bojonegoro 
21-03-1978 

Anggota SMA 

Sumber Data: SID Prayungan 

3). Data Lembaga Kemasyarakat Desa (LKD) 

a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

No. Nama 
Tempat, 

tanggal lahir 
Jabatan Pendidikan 

1.  SITI MUNAWAROH, Amd, Kep. 
Bojonegoro 
28-04-1976 

Ketua D III 

2.  SRI RAHAYU 
Bojonegoro 
01-09-1978 

Wakil Ketua SMA 

3.  HERLINA WIDYA SUKMA 
Kediri 

01-08-1985 
Sekretaris S-1 

4.  HARTINI 
Bojonegoro 
04-10-1978 

Bendahara SMA 

5.  MAFTUHAH 
Bojonegoro 
15-03-1976 

Ketua POKJA I SMA 

6.  EMI SULISTIANA 
Bojonegoro 
06-10-1986 

Wakil Ketua POKJA I SMA 

7.  RIFKA RISTANTI 
Bojonegoro 
28-04-1985 

Sekretaris POKJA I S-1 

8.  PUJI RAHAYU 
Bojonegoro 
17-06-1978 

Ketua POKJA II SMA 

9.  SITI MARYAM 
Bojonegoro 
08-08-1969 

Wakil Ketua POKJA II SD 

10.  HARMUNISAH 
Bojonegoro 
01-10-1968 

Sekretaris POKJA II SD 

11.  SITI MUZAYANAH 
Bojonegoro 
23-01-1974 

Ketua POKJA III SMA 

12.  DIAN WAHYUNI 
Bojonegoro 
26-08-1990 

Wakil Ketua POKJA III SMP 

13.  SITI MAHFUDOTIN 
Bojonegoro 
17-11-1985 

Sekretaris POKJA III SMA 

14.  MARIA ULFA 
Bojonegoro 
29-04-1984 

Ketua POKJA IV SMP 

15.  YULI VERAWATI 
Bojonegoro 
15-08-1993 

Wakil Ketua POKJA IV SMA 

16.  NUR AZIZAH 
Bojonegoro 
04-10-1991 

Sekretaris POKJA IV SMA 
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b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

No. Nama 
Tempat, 

tanggal lahir 
Jabatan Pendidikan 

1.  HARIYOTO 
Bojonegoro, 
22-07-1968 

Ketua SLTA 

2.  EDY PRAYITNO 
Ponorogo,  
28-04-1960 

Sekretaris D-IV/S 1 

3.  DJAYITNO 
Bojonegoro, 
31-12-1956 

Bendahara D-IV/S 1 

4.  KASMAN 
Bojonegoro, 
31-12-1956 

Seksi Agama dan Persatuan SD 

5.  SAETO 
Bojonegoro, 
31-12-1964 

Seksi Lingkungan Hidup SD 

6.  MIFTAKHUL ULUM 
Bojonegoro, 
14-11-1978 

Seksi Pendidikan D-IV/S 1 

7.  MARSAN 
Bojonegoro, 
06-08-1949 

Seksi Keamanan dan 
Ketertiban 

SD/SEDERA
JAT 

8.  SUNGGING 
Bojonegoro, 
31-12-1954 

Seksi Pembangunan, 
Perekonomian dan 
koperasi 

SD/SEDERA
JAT 

9.  MOCHAMAD ABDUL AZIS 
Bojonegoro, 
22-05-1985 

Seksi Pemuda dan 
Olahraga 

D-IV/S 1 

10.  TAMAT 
Bojonegoro, 
01-12-1967 

Seksi Kesejahteraan Sosial 
SLTA / 

SEDERAJAT 

11.  Hj. SITI MUNAWAROH 
Bojonegoro, 
28-04-1976 

Seksi Pemberdayaan 
Wanita 

AKADEMI / 
D- III 

12.  SITI INAYATI 
Bojonegoro, 
23-04-1979 

Seksi Kesehatan, 
kependudukan dan KB 

D-IV/S 1 

Sumber Data : SID Prayungan 

 

1.6. KONDISI EKONOMI 

A. Potensi Desa 

Potensi Desa Prayungan terdiri dari : 

1. Wilayah Desa Prayungan  adalah  230,6 Ha yang terbagi menjadi 3 Dusun 

dengan prosentase lahan pertanian  10,16 % dari luas wilayah;  

2. Jumlah Penduduk 2877 Jiwa dengan prosentase penduduk usia produktif 

(range ... sampai 2120) sebannyak  74,05 % merupakan potensi tenaga kerja;  

3. Adanya hubungan yang sinergi antara pemerintah Desa dan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa;  

4. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik; 

5. Semangat kegotongroyongan, partisipasi dan swadaya masyarakat masih tinggi 

di tengah-tengah masyarakat desa; 

6. Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) antara lain: 

a). Pujasera Ndayohan.; 

b). Baik Jumput dan Batik Jonegoroan; 

c). Produksi Jamu Gendong; 

d). Remeyek daun Kelor;  

e). Usaha Meubeler; 

f). Usaha Tempe; 

g). Budidaya Jamur Tiram; 

h). Usaha Kerupuk dan 

i). Pertanian Tembakau 

7. Perilaku masyarakat ulet pekerja keras, gotong royong dan hidup hemat; 
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8. Aksesbilitas lokal yang memadai antara lain tersediannya infrastruktur jalan, 

listrik, dan telepon yang dapat dikembangkan untuk mendorong tumbuh dan 

berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM ). 

 

B. Pertumbuhan Ekonomi 

Kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Kemandirian warga masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat 

besar. Terbukti adanya usaha-usaha rumahan, misalnya usaha jasa laundry, usaha 

jasa jahit, produksi olahan makanan dan jajanan pasar, usaha warung kelontong, 

usaha warung makanan, dll. 

Dibidang pertanian selain menanam Padi dan palawija juga ada yang 

menanam sayur-sayuran. Ternak sapi, kambing dan ayam menjadi usaha sambilan 

rumahan. Sehingga perekonomian warga meningkat. 

Perkembangan Sektor Pertanian dan Sektor Industri Kecil yang menjadi 

kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Desa Prayungan dari tahun ke 

tahun makin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring 

perkembangan waktu maka sektor pertanian dan Industri di Desa Prayungan perlu 

lebih diintensifkan dalam penanganannya. 
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BAB II 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 

 

2.1. VISI DAN MISI 

A. Visi Desa Prayungan  

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan  dengan melihat potensi  dan kebutuhan desa.  Penyusunan Visi  

Desa Prayungan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-

pihak yang berkepentingan di Desa Prayungan seperti pemerintah desa, BPD, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada 

umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah 

pembangunan di kecamatan.Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa 

Prayungan adalah: 

“MEREALISASIKAN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN GUNA 

TERWUJUDNYA DESA PRAYUNGAN BERPESSAN (Bersih, Produktif, Edukatif, 

Sehat, Sejahtera, Aman dan Nyaman)” 

Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka 

diperlukan adanya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  baik  (sehat,  Cerdas  

dan produktif)  serta memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap 

mengutamakan pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas 

sumber daya alam harus dilakukan. 

 

B. Misi Desa 

  Misi :  

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, maka diperlukanpenjabaran lebih terperinci 

dari Visi, dituangkan didalam Misi Desa sebagai berikut : 

a. Meningkatkan Profesionalisme kinerja aparatur pemerintah Desa guna 

meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat serta menyelenggarakan 

urusan pemerintahan desa secara baik, terbuka dan bertanggungjawab sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

b. Mewujudkan Kwalitas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman 

c. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana olahraga, pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur pertanian dan sumber daya yang berkualitas 

d. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan berbasis 

ekonomi kerakyatan 

e. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk gemar bergotong-royong dan 

menjaga lingkungan dengan mengaktifkan siskampling. 

 

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA 

Srategi pembangunan desa menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan desa, 

prinsip–prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berfikir yang 

melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan Berdasarkan 

strategi tersebut selanjutnya  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  menentukan  arah  

kebijakan  keuangan desa kebijakan umum dan program pembangunan. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan , maka 

pemerintahan desa menempuh stategi sbagai berikut: 
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NO SRATEGI KEBIJAKAN 

1. Meningkatkan sistem pengelolaan 

pemerintahan yang baik. 

Mengembangkan kemampuan aparat 

desa dalam pengelolaan pemerintahan. 

2. Memberdayakan lembaga – lembaga 

kemasyarakatan agar lebih berfungsi 

dalam pengelolan pembangunan. 

1. mengikutsertakan dan memfungsikan 

lembaga–lembaga kemasyarakatan 

desa dalam setiap kegiatan desa. 

2. membangun hubungan yang baik 

antara pemerintahan desa, BPD dan 

Masyarakat 

3 Peningkatan jumlah dan kualitas 

sarana dan prasarana perekonomian 

desa. 

Membangun/memperbaiki       jalan-jalan 

usaha tani. 

 

2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  

A. Arah Kebijakan Pembangunan Desa  

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yang meliputi: 

a) Pangan/pertanian; 

b) Sandang; 

c) Papan; 

d) Pendidikan; dan 

e) Kesehatan.  

2. Pemberdayaan masyarakat, yang meliputi: 

a) Peningkatan SDM; 

b) Peningkatan SDM ; 

c) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa;  

d) Penguatan Lembaga Desa; dan 

e) Peningkatan  partisipasi,  peran  serta  masyarakat  dalam setiap kegiatan 

pembangunan Desa. 

3. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/petani/ RTM 

 

B. Kebijakan Umum Anggaran  

Secara Umum anggaran Desa Prayungan diprioritaskan untuk mendukung 

keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran desa 

Prayungan dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam 

bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan.  

Kebijakan umum anggaran Desa Prayungan berpedoman pada prinsip-prinsip 

penganggaran, yaitu: 

1. Partisipasi Masyarakat  

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses 

penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi 

masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam 

pelaksanaan anggaran.  

2. Transparansi Anggaran  

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka 

dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber 

pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari 

suatu kegiatan yang dianggarkan.  
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3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini. 

a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara 

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; dan 

b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.  

4. Keadilan Anggaran;  

Pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat haruslah 

mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar;  

5. Efisiensi dan Efektifitas anggaran  

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat 

menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat 

sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.  

 

C. Pengelolaan Pendapatan Desa Prayungan  

Sumber pendapatan Desa Prayungan meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), 

bagian dana perimbangan ( Dana desa dan Alokasi Dana Desa), Bantuan pemerintah 

dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan anggaran 

Pendapatan Desa Prayungan diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan desa 

dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka 

mencukupi pembiayaan desa stategi yang dilakukan, yaitu:  

1. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa;  

2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa;  

3. Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi 

desa.  

Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Desa Prayungan dan masih dapat 

dikembangkan meliputi:  

1. Pengelolaan Usaha Desa (persewaan kursi dan tenda);  

2. Pengelolaan Tanah Kas desa;  

3. Pengelolaan Pasar desa dan Kios desa;  

4. Hasil Pungutan Desa;  

5. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah.  

 

D. Pengelolaan Belanja Desa  

Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi desa, hal ini 

merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengatur dan mengurus 

rumah tangga desa menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi masyarakat. Belanja 

desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta 

perlu adanya pengawasan yang optimal.  

Pengalokasian belanja desa dan belanja pembangunan dilaksanakan mendasar 

pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga 

hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.   
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BAB III 

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

 

3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA 

A. Target Dan Realisasi Pendapatan 

Setiap tahun Pemerintah Desa Prayungan selalu menargetkan Pendapatan Desa 

akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang 

berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar 

untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah. Hal 

ini menunjukan bahwa  ketergantungan  APBDesa  Desa  Prayungan  masih  kepada 

Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desa Prayungan 

periode 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

1. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2017 - 2022 

No Uraian Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

1. 

Pendapatan 

Desa 

2017 Rp   2.221.717.082 Rp    2.221.717.082   100 

2. 2018 Rp   2.012.580.935 Rp    2.012.580.935   100 

3. 2019 Rp   2.024.535.100 Rp    2.906.769.300   143 

4. 2020 Rp   2.066.033.600 Rp    1.808.069.485   88 

5. 2021  Rp   2.635.083.323   Rp    2.622.515.234  100 

6. 2022 Rp   2.487.060.366 Rp    1.134.874.587 45,6 

TOTAL PENDAPATAN DESA Rp 13.447.010.406 Rp  12.706.526.623 94,5 

 

2. Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Selama 6 (enam) tahun, sebagai 

berikut: 

a. Tahun 2017 

No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)  Rp    775.905.000   Rp    770.615.227  99 

2. Dana Desa (DD)  Rp    779.430.200   Rp    765.937.890  98 

3. Alokasi Dana Desa (ADD)  Rp    375.449.000   Rp    375.449.000  100 

4. Bagi Hasil Pajak dan 

Restribusi Daerah (BHP&BHR) 
 Rp      33.484.990  Rp      33.484.990 100 

5. BKK Provinsi  Rp      75.000.000  Rp      75.000.000 100 

6. BKK Kabupaten - - - 

7. Bantuan BOSDA SMA   Rp    174.300.000   Rp    174.300.000  100 

8. CL Pajak  Rp        3.733.382 Rp        3.733.382 100 

9. Pendapatan Lain-Lain - - - 

JUMLAH Rp 2.221.717.082 Rp 2.221.717.082  100 

    

b. Tahun 2018 

No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)  Rp    507.000.000   Rp    508.172.063 100 

2. Dana Desa (DD)  Rp    684.153.400   Rp    684.153.400 100 

3. Alokasi Dana Desa (ADD)  Rp    446.145.800   Rp    446.145.800 100 

4. Bagi Hasil Pajak dan 

Restribusi Daerah (BHP&BHR) 
 Rp      29.636.000  Rp      29.636.000 100 

5. BKK Provinsi -  - - 

6. BKK Kabupaten - - - 



 

 

15 

7. Bantuan BOSDA SMA   Rp    174.300.000   Rp    174.300.000  100 

8. CL Pajak  Rp        3.733.382 Rp        3.733.382 100 

9. Pendapatan Lain-Lain   Rp      50.337.800   Rp      50.337.800 100 

JUMLAH Rp 2.012.580.935 Rp 2.012.580.935 100 

    

c. Tahun 2019 

No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)  Rp    528.803.000   Rp    602.500.000 100 

2. Dana Desa (DD)  Rp    771.018.100   Rp    771.018.100 100 

3. Alokasi Dana Desa (ADD)  Rp    684.153.400   Rp 1.342.760.900 100 

4. Bagi Hasil Pajak dan 

Restribusi Daerah (BHP&BHR) 
 Rp      38.975.099  Rp      39.577.300 100 

5. BKK Provinsi -  - - 

6. BKK Kabupaten - - - 

7. Bantuan BOSDA SMA     -   Rp    149.625.000  100 

8. CL Pajak  Rp        1.230.000 Rp        1.230.000 100 

9. Pendapatan Lain-Lain -  - - 

JUMLAH Rp 2.024.535.100 Rp 2.906.769.300 143 

    

d. Tahun 2020 

No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)  Rp    582.500.000   Rp    612.500.000 100 

2. Dana Desa (DD)  Rp    734.618.100   Rp    723.811.000 99 

3. Alokasi Dana Desa (ADD)  Rp    684.509.000   Rp    424.854.000 62 

4. Bagi Hasil Pajak dan 

Restribusi Daerah (BHP&BHR) 
 Rp      63.118.600  Rp      42.884.700 68 

5. BKK Provinsi -  - - 

6. BKK Kabupaten - - - 

7. Bantuan BOSDA SMA     -   -  - 

8. CL Pajak  Rp        1.288.000 Rp        4.019.785 100 

9. Pendapatan Lain-Lain -  - - 

JUMLAH Rp 2.066.033.600 Rp 1.808.069.485 88 

 

e. Tahun 2021 

No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)  Rp    620.800.000   Rp    620.800.000 100 

2. Dana Desa (DD)  Rp    727.728.000   Rp    727.728.000 100 

3. Alokasi Dana Desa (ADD)  Rp    517.117.100   Rp    517.117.100 100 

4. Bagi Hasil Pajak dan 

Restribusi Daerah (BHP&BHR) 
 Rp      39.663.800  Rp      37.756.300 95 

5. BKK Provinsi Rp      75.000.000 Rp      75.000.000 100 

6. BKK Kabupaten Rp    641.854.813 Rp    641.854.812 100 

7. Bantuan BOSDA SMA     -  -  - 

8. CL Pajak  Rp        1.288.000 - - 

9. Pendapatan Lain-Lain -  - - 

JUMLAH Rp 2.635.083.323 Rp 2.622.515.234 99,5 
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f. Tahun 2022 (Sampai dengan bulan Juli) 

No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)  Rp    620.800.000  Rp      277.469.707 44,7 

2. Dana Desa (DD)  Rp    954.292.000  Rp      520.742.930  54,6 

3. Alokasi Dana Desa (ADD)  Rp    662.487.900  Rp      328.261.950 49,5 

4. Bagi Hasil Pajak dan 

Restribusi Daerah (BHP&BHR) 
 Rp      67.882.600  0 0 

5. BKK Provinsi -  - - 

6. BKK Kabupaten Rp    128.540.000 Rp         8.400.000 6,5 

7. Bantuan BOSDA SMA - - - 

8. CL Pajak  Rp        1.873.500 0 0 

9. Pendapatan Lain-Lain -  - - 

JUMLAH Rp 2.487.060.366 Rp  1,134,874,587 45,6 

              

B. Permasalahan Dan Penyelesaian 

1. Permasalahan : 

a. Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah terlambat  

b. Realisasi pada tahun 2022 belum genap satu tahun anggarn  

c. dikarenakan laporan di susun lima bulan sebelum masa jabatan berakhir 

d. Masa jabatan Kepala Desa habis yaitu pada bulan Desember 2022 

2. Penyelesaian :  

a. Optimalisasi Pendapatan Asli Desa, mentertibkan Administrasi  

Keuangan 

b. Realisasi tetap dilanjutkan oleh Pelaksana Jabatan Kepala Desa 

 

3.2 PENGELOLAAN BELANJA DESA  

A. Kebijakan Umum Keuangan Desa  

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai 

kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan 

penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan 

sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan 

pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat 

kondisi dan potensi lokalnya. 

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

BelanjaDesa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan 

dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan 

kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa Prayungan 

bersama unsur Badan Permusyawatan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Prayungan 

 

B. Target Dan Realisasi Belanja 

Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2017 s/d. Tahun 2022 sebesar Rp 

13.912.669.619 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Dual Belas Juta Enam Ratus Enam 
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Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah) dengan Realisasi sebesar 

Rp 12.151.632.198 (Dua Belas Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga 

Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

1. Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2017 – 2022 

No Uraian Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

1. 

 

Belanja Desa 

 

2017 Rp  2.221.717.082 Rp 2.202.891.599 99,2 

2. 2018  Rp 1.926.831.865 Rp 1.834.021.648 95,2 

3. 2019 Rp 2.911.577.135 Rp  2.904.732.077 99,8 

4. 2020  Rp 1.945.263.995   Rp 1.834.021.648  94.3 

5. 2021 Rp 2.444.681.360 Rp 2.422.478.199 99.1 

6. 2022  Rp 2.462.598.182   Rp    953,487,027 38,7 

 

2.  Rincian Target dan Realisasi Belanja Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut: 

a. Tahun 2017 

Belanja  

RENCANA DAN REALISASI (Rp).  

Target Realisasi 
% 

 ( Rp. ) ( Rp. ) 

Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Rp    532.381.410 Rp   531.637.927 99,9 

Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan 

Rp    978.113.600 Rp   964.631.290 98,6 

Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan 

Rp    337.652.382 Rp   337.652.382 100 

Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat 

Rp    368.980.000 Rp   368.970.000 99,9 

Belanja Tak terduga        Rp        4.589.690 Rp                     - 0 

 Jumlah 2.221.717.082 2.202.891.599 99,2 

 

b. Tahun 2018 

Belanja  

RENCANA DAN REALISASI (Rp).  

Target Realisasi 
% 

 ( Rp. ) ( Rp. ) 

Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

 Rp    434.356.860   Rp    434.343.480  100 

Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan 

 Rp    746.973.693   Rp    745.260.963  99,8 

Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan 

 Rp    323.512.792   Rp    321.010.000  99,2 

Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat 

 Rp    419.940.205   Rp    333.407.205  79,4 

Belanja Tak terduga  Rp        2.048.045   Rp                       -  0 

 Jumlah  Rp 1.926.831.865   Rp 1.834.021.648  95,2 
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c. Tahun 2019 

Belanja  

RENCANA DAN REALISASI (Rp).  

Target Realisasi 
% 

 ( Rp. ) ( Rp. ) 

Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Rp 1.093.906.165 Rp 1.089.762.807 99,6 

Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan 

Rp 1.578.887.035 Rp 1.576.285.335 99,8 

Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan 

Rp    162.176.335 Rp    162.176.335 100 

Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat 

Rp      76.607.600 Rp      76.507.600 99,9 

Belanja Tak terduga Rp                      - Rp                      - 0 

 Jumlah Rp 2.911.577.135 Rp 2.904.732.077   99,8 

 

d. Tahun 2020 

Belanja  

RENCANA DAN REALISASI (Rp).  

Target Realisasi 
% 

 ( Rp. ) ( Rp. ) 

Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

 Rp    928.641.743   Rp    925.637.506  99.7 

Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan 
 Rp    553.482.800   Rp    553.482.800  100 

Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 
 Rp      67.340.000   Rp      57.340.000  85.1 

Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 
 Rp      77.650.000   Rp      77.650.000  100 

Bidang Penanggulangan 

Bencana, Keadaan Darurat 

dan Mendesak 

 Rp    192.800.000   Rp    192.540.000  99.9 

 Jumlah  Rp1.945.263.995   Rp 1.834.021.648  94.3 

    

e. Tahun 2021 

Belanja  

RENCANA DAN REALISASI (Rp).  

Target Realisasi 
% 

 ( Rp. ) ( Rp. ) 

Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

 Rp    1.090.346.150  Rp    1.083.767.900  99.4 

Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan 
 Rp    1.085.991.410  Rp    1.072.000.299  98.7 

Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 
 Rp         58.640.000  Rp        58.640.000  100 

Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 
 Rp       116.903.800  Rp      115.270.000  98.6 

Bidang Penanggulangan 

Bencana, Keadaan Darurat 

dan Mendesak 

 Rp         92.800.000  Rp         92.800.000  100 

 Jumlah  Rp    2.444.681.360  Rp    2.422.478.199  99.1 

 

 

 



 

 

19 

f. Tahun 2022 

Belanja  
RENCANA DAN REALISASI (Rp).  

Target Realisasi % 

Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

 Rp    1.349.652.561  Rp       612.682.657  45,4 

Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan 
 Rp       534.854.828  Rp       233.924.370      43,7 

Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 
 Rp         98.040.000  Rp         10.580.000  10,8 

Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 
 Rp         74.850.793  Rp                         0  0 

Belanja Tak terduga  Rp       405.200.000  Rp         96.300.000  23,8 

 Jumlah  Rp    2.462.598.182  Rp       953,487,027 38,7 

Catatan: Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa 

jabatan terhitung hanya sampai bulan Juli Tahun 2022 

 

3.3 PEMBIAYAAN 

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari 

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut Pembiayaan selama 

jabatan Kepala Desa periode 2017- 2022. 

No. Uraian Tahun Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) 

1. 

Pembiayaan Desa 

2017 Rp       18.825.483 - 

2. 2018 Rp       18.825.483 Rp   25.000.000 

3. 2019 Rp         4.807.835 - 

4. 2020 Rp         6.845.058 - 

5. 2021 Rp       13.442.237 Rp    204.400.000 

6. 2022 Rp       24.462.182 Rp       9.487.354 

Total Pembiayaan Desa Rp       87.208.278      Rp  238.887.354 

 

3.4 PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN 

Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan dengan 
optimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Solusi yang dijalankan 
adalah dengan Pembinaan Perangkat Desa. 

Realisasi  Belanja  belum  maksimal mengingat  laporan pertanggungjawaban masa 
jabatan terhitung hanya sampai bulan Juli 2022, pemecahannya untuk realisasi tetap 
berjalan dengan Pelaksana Jabatan Kepala Desa. 
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BAB IV 

PRESTASI 

 
Kepala Desa menjabat selama 6 (enam) tahun telah banyak prestasi yang terukir demi 

tercapainya masyarakat Desa Prayungan  yang BerKehidupan Masyarakat Desa Prayungan 
Yang “BERPESSAN”  Diantaranya sebagai berikut: 

 
4.1 INFRASTRUKTUR DESA 

No. Jenis Kegiatan Vol. Satuan Lokasi % Ket. 

1. Pembangunan Pujasera 875 M2 Desa Prayungan 100 - 

2. Bedah Rumah 13 Unit Desa Prayungan 100 - 

3. Pavingisasi Jalan 401 M1 Desa Prayungan 100 - 

4. Pembangunan Saluran Drainase 314 M1 Desa Prayungan 100 - 

5. Pembangunan TPT 391 M1 Desa Prayungan 100 - 

6. Pembangunan Gedung PAUD 145 M2 Desa Prayungan 100 - 

7. Pembangunan Gedung PKK 75 M2 Desa Prayungan 100 - 

8. Pembangunan Pagar SDN 
Prayungan 1 

1 Paket 
Desa Prayungan 100 

- 

9. Pembangunan Taman Jl. 
Lingkungan 

289 M1 
Desa Prayungan 100 

- 

10. Pembangunan Pos Kampling 2 unit Desa Prayungan 100 - 

11. Pembangunan Bank Sampah 64 M2 Desa Prayungan 100 - 

12. Pembangunan Lapangan Voly 432 M2 Desa Prayungan 100 - 

13. Pembangunan Toren HIPAM 1 Unit Desa Prayungan 100 - 

14. Pembangunan Gedung BPD dan 
Pertemuan 

82,5 M2 
Desa Prayungan 100 

- 

15. Pembangunan Embung Desa   Desa Prayungan 100 - 

16. Pembangunan Taman Baca Desa 85 M2 Desa Prayungan 100 - 

17. Pembangunan Mushola Desa 20 M2 Desa Prayungan 100 - 

18. Pembangunan PJU 10 Unit Desa Prayungan 100 - 

19. Pembangunan Gedung Posyandu 98 M2 Desa Prayungan 100 - 

20. Pembangunan Pagar TK PKK, TK 
Dharma Wanita, Balai Desa 

3 Paket Desa Prayungan 100 - 

21. Pembangunan Jalan Usaha tani 615,5 x 2 M Desa Prayungan 100 - 

22. Pembangunan Sumur Bor 1 Unit Desa Prayungan 100 - 

23. Pembangunan Rumah Burung 
Hantu 

2 Unit Desa Prayungan 100 - 

24. Pembangunan Jalan Aspal 359 x 4 M Desa Prayungan 100 - 

25. Rehabilitasi Jalan Paving 1.960 M1 Desa Prayungan 100 - 

 
4.2 PENDIDDIKAN, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA 

No. Jenis Kegiatan Vol. Satuan Lokasi % Ket. 

1. Sarana PKK 1 Paket Desa Prayungan 100 - 

2. Sarana PAUD 2 Paket Desa Prayungan 100 - 

3. Sarana TK 2 Paket Desa Prayungan 100 - 

4. Pelatihan Menjahit 1 Kali Desa Prayungan 100 - 

5. Toilet PAUD 2 Unit Desa Prayungan 100 - 

6. Pembangunan Joglo Batu Gilang 3x3 M Desa Prayungan 100 - 

 
4.3 PRESTASI LAIN-LAIN 

No. Jenis Kegiatan Vol. Satuan Tahun Ket. 

1. Penyedia informasi tersedia setiap saat 
terbaik tingkat Desa se-Jawa Timur 

1 kali 2020 
- 
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2. Penyedia layanan informasi terbaik tingkat 
Desa se-Jawa Timur 

1 kali 2020 
 

3. Badan publik menuju informatif tingkat 
Desa se-Jawa Timur 

1 kali 2020 
 

4. Penghargaan Desa Cinta Statistik 
Bojonegoro 

1 Kali 2021 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 KESIMPULAN 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya 

ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat 

desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang 

dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada 

monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. 

Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul 

manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. 

Diharapkan Laporan Keterangasn Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) 

akhir masa jabatan ini benar-benar dapat memotivasi Kepala Desa untuk berperan 

mengajak, memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Desa. yang berorientasi pada 

kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa 

menuju kemandirian desa. 

 
5.2 SARAN-SARAN 

a. Dari tahun - ketahun Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat 

semakin  kompak dalam membangun Desa Prayungan  baik pembangunan fisik 

maupun pembangunan non fisik. 

b. Tiap tahun diharapkan bantuan/stimulan dari atasan Pemerintah desa sebagai  

pemicu  tambahnya  swadaya  /  semangat  berswadaya masyarakat. 

c. Sesuai Program Pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan yang 

dititikberatkan pada desa maka diperlukan Sumber daya Manusia / SDM yang 

tangguh, ulet dan berkemampuan, untuk itu perlu diadakan pelatihan dan 

pembinaan yang berkelanjutan. 

 
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan 

kepala desa ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. 
 

 

 

 

Prayungan,  30 Juni 2022 

 


